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ABSTRACT
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a key pillar of the national economy; however, tax reporting compliance among MSME operators remains low. A contributing factor is the limited understanding among business owners regarding the 0.5% final income tax regulation—as stipulated in Government Regulation Number 55 of 2022—including the tax exemption facility for MSMEs with an annual turnover below IDR 500 million. This situation prompted a community service initiative focused on raising awareness about tax reporting procedures for MSMEs. The activity was conducted through educational sessions, demonstrations on the use of tax reporting applications, and direct hands-on assistance. The results indicate an improvement in participants' understanding of non-taxable turnover thresholds, the obligation to record monthly turnover, and digital tax reporting procedures.
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ABSTRAK
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional, namun tingkat kepatuhan pelaporan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pajak penghasilan final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, termasuk fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun. Kondisi ini mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi implementasi pelaporan pajak bagi pelaku UMKM. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, demonstrasi penggunaan aplikasi pelaporan pajak, serta pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai ketentuan omset tidak kena pajak, kewajiban pencatatan omset bulanan, serta tata cara pelaporan pajak secara digital.
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Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang produk domestik bruto maupun sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara masih relatif kecil dibandingkan dengan potensinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan pajak penghasilan atas usaha yang dijalankan.
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omset usaha. Lebih lanjut, pelaku UMKM orang pribadi dengan omset usaha tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak diberikan fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan PPh final tersebut. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pelaku usaha kecil sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Namun demikian, di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami ketentuan tersebut secara utuh, termasuk cara menghitung batas omset, kewajiban pencatatan, serta prosedur pelaporan pajak yang benar.
Minimnya pemahaman ini seringkali menimbulkan kebingungan, mulai dari ketidaktahuan mengenai kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara mencatat omset usaha secara tertib, hingga tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun bulanan melalui sistem digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bahwa fasilitas bebas pajak untuk omset di bawah Rp500 juta tetap mewajibkan mereka untuk melakukan pencatatan dan pelaporan, meskipun tidak ada pajak yang harus disetorkan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai implementasi pelaporan pajak bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga tercipta kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Metode Pelaksanaan
Tahap awal kegiatan ini adalah melakukan pertemuan dengan perangkat Desa Sengkut guna  menggali  potensi  Desa  Sengkut,  kemudian  melakukan  persamaan  persepsi  tentang pelaksanaan kegiatan. Tim PkM secara bersama-sama menyusun rencana kegiatan pelatihan. Metode yang digunakan untuk program ini adalah dengan cara presentasi, dan pelatihan. Wawasan tentang beberapa teknik pengarsipan disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa.
Luaran yang diharapkan adalah memberikan ilmu Sistem Informasi Manajemen yang manfaat  bagi  para  Perangkat  Desa  sehingga  dapat  meningkatkan  ketrampilan  Perangkat Desa dalam pengelolaan informasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM mengenai ketentuan dan tata cara pelaporan pajak. Metode pelaksanaan dirancang dalam beberapa tahapan sebagai berikut.
1. Tahap Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Permasalahan. Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan pemetaan kondisi peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, batas omset tidak kena pajak, dan pemanfaatan sistem pelaporan pajak digital.
1. Tahap Perencanaan Kegiatan. Tahap ini dilakukan dengan menyusun rancangan kegiatan sosialisasi yang meliputi tujuan, sasaran peserta, materi mengenai PPh final 0,5% dan fasilitas bebas pajak omset di bawah Rp500 juta, media pembelajaran, serta skema pelaksanaan kegiatan.
1. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan interaktif yang dipadukan dengan demonstrasi langsung mengenai cara pencatatan omset usaha dan penggunaan aplikasi pelaporan pajak.
1. Tahap Pendampingan Praktik. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung kepada peserta dalam melakukan simulasi pencatatan omset dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku bagi UMKM.
1. Tahap Evaluasi dan Umpan Balik. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap ketentuan pajak UMKM dan prosedur pelaporan pajak.


Hasil dan Pembahasan
Kegiatan sosialisasi diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, mulai dari usaha kuliner, perdagangan, hingga jasa, yang ingin memahami ketentuan pelaporan pajak sesuai dengan omset usaha masing-masing. Seluruh peserta hadir tepat waktu dan menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung.
 Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan tahapan berikut:
a.	Identifikasi dilakukan melalui diskusi awal, observasi singkat, dan pengumpulan informasi terkait kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM, seperti ketidaktahuan mengenai batas omset tidak kena pajak, kesulitan mencatat omset usaha secara tertib, serta minimnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan pajak yang benar. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi sosialisasi agar sesuai dengan kebutuhan peserta.
b.	Pada sesi awal, peserta diberikan penjelasan mengenai ketentuan PPh final 0,5% bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, serta fasilitas pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun. Selanjutnya, pemateri menampilkan simulasi cara menghitung dan mencatat omset usaha bulanan, serta langkah-langkah pelaporan pajak melalui sistem digital yang disediakan oleh otoritas pajak. Peserta diarahkan untuk mengikuti alur tersebut secara langsung sehingga memperoleh pengalaman praktik. Untuk meningkatkan keterlibatan peserta, sesi diskusi dan tanya jawab disediakan guna membahas permasalahan yang sering muncul dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak usaha.
c.	Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan secara langsung kepada peserta dalam melakukan simulasi pencatatan omset dan pelaporan pajak. Tim pelaksana memberikan bimbingan teknis apabila peserta mengalami kesulitan dalam menghitung batas omset, mengisi pembukuan sederhana, maupun memahami tata cara pelaporan pada sistem digital. Pendampingan ini bertujuan memastikan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan ketentuan pajak UMKM secara mandiri dalam usahanya.
d.	Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap ketentuan pajak UMKM dan prosedur pelaporan pajak. Evaluasi dilaksanakan melalui pengisian kuesioner singkat serta diskusi reflektif di akhir kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian berikutnya, sekaligus sebagai indikator keberhasilan sosialisasi.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap ketentuan batas omset tidak kena pajak, kewajiban pencatatan omset usaha, dan tata cara pelaporan pajak secara digital. Sebagian besar peserta mampu melakukan simulasi pencatatan dan pelaporan secara mandiri, sedangkan sebagian kecil peserta masih memerlukan bimbingan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi implementasi pelaporan pajak bagi UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai ketentuan PPh final 0,5%, fasilitas pembebasan pajak sesuai batas omset, kewajiban pencatatan usaha, serta tata cara pelaporan pajak secara digital. Kegiatan ini diharapkan
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